
GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 66 TAHUN 2O1O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATUMN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2O1O

TENTANG PENJABAMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang : a.

PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGAMN 2O1O

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2010 dan sehubungan dengan

perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit

organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta untuk

melaksanakan program dan kegiatan yang didanai dari Dana

Penguatan Infrastruktur dan Prasaran Daerah (DPIPD) yang teftuang

dalam Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-

38IlMK.712010, maka perlu dilakukan perubahan Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun

Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Tahun 2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur

Gorontalo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun

Anggaran 20t0;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
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3.

4.

5 .

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun L997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Repr"rblik Indonesia Tahun 2000

Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a252);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2"A04 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2A04 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (l-embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa0[;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembanan Negara Republik Indonesia

Nomor aa2D;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonqsia Tahun 2004 Nomor LZS,

Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor M37)

sebagaimana telah beberapa kali diutlah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor L2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
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1 1 .

L2.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L26

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor t23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 50a9);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2044

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

44t6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Nomor a7Q);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Nqara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502);

13.
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Irndonesia Tahun 2005 Nomor

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a57fi;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 T'ahun 2005 tentang Dana

perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor !37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
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26.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20A7 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

29. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006

Nomor 03 Seri E).

30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009

(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 Nomor 9);

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2231PMK.0712009 tentang Alokasi

dan Pedoman Umum Dana Tambahan Fenghasilan Bagi Guru Pegawai

Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi,Kabupaten dan Kota

Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSIGN:

: PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATUMN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 1

TAHUN 2O1O TENTANG PENJABAMN ANGGAMN PENDAPATAN DAN

BEUN]A DAERAH PROVINSI GOROT.ITALO TAHUN ANGGAMN 2O1O
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Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo

Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2010

Nomor 1) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai

berikut:

2.

1. Pendapatan :

a. Pendapabn Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Belanja :

a. Belanja Tldak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga

3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah

5) Belanja Bantuan Sosial

6) Belanja Bagi Hasil

7) Belanja Bantuan Keuangan

8) Belanja Tak Terduga

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Rp. 103.283.066.210,00

Rp. 430.749.380.658,00

RL 21.765.000.000,00

JumlahPendapatan Rp. 555.797.446.868,00

Rp. 173.627.813.052,00

Rp. 0,00

Rp. 5.300.000.000,00

Rp. 12.664.500.000,00

Rp. 3.015.000.000,00

Rp. 38.500.000.000,00

Rp. 30.566.138.000,00

u 2.133.050.000,00

Rp. 265.806.501.852,00

Rp. 24.787,640.828,00

Rp. L7 L.532.461.088,00

Rp. _138.022.332.790.00

Rp. 334.342.434.706,00

Rp. 600.148.936,558,00Jumlah Belanja
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3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Rp. 74.35L.489.690,00

Rp. 30.000,000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. (44.351.489.690,00)

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak bulan Februari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi

Gorontalo.

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2O1O NOMOR 36
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
10 Juni 2010

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
10 Juni 2010


